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PERATURAN DAERAH KABUPATEN lン ANGKAT
NOMOR:  3   TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSIIZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT.

\4enimbang . a. bahw'a dengan diberlaliukannva t-indang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemedntahalr Daerah rnaka kewenangan pembeian lztn Usaha
Konstmksi yang berdornisili di Daerah diserahkan kepada Pemerintah
Kabupaten / Kota:

b. bahwa sejalan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang Undang Nomor l8 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Jo Peraturan Pernenntah Nomor 66 Tahun
2000 tentang Retribusi Daerah. dipandang perlu diatur tentang Retribusi
izin Usaha Jasa Konstruksi dan ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah

Kabupatan Langkat.

Mengingat : l. Undang-undang Nornor 7 Darw'at Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonorni Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Utara:

2. Undang-Undang Nornor 8 Tahun l98l tentang Hukum Acara Pidana;

3. Undang - Undang Nornor I 8 'Iahun 1999 tentang Jasa Konstruksi:

4. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemenntah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
masyarakat Jasa Konstruksi :

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Jasa

Konstruksi;

8. Peraturan Pernenntah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggara
Pembinaan Jasa Konstruksi :

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66'fahun 2000 tentang Retribusi Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;

I l. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahunl997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentmg fata
Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tertang Tata
Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

14. Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 369 /KPPS
lW200l tanggal l0 Juli 2001 tentang Pedoman Pembenan Izin Usaha Jasa

Konstmksi Nasional:

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Keria Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dan Sekretariat
DPRD Kabupaten l,angkat.

16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 2l Tahun 2000 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (Bappeda) Kabupaten Langkat.

Dengan PcrsctuJuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan   i  PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG
RETRIBUSIIZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I.… …
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal l

Dalaln Peraman Dacra』 h ini yang dima』くsud dengan:

a Daerall addah Kabupatcn Langkat

b Pernttntah addah Panel■ ntall Kめ upaten Langk載 :

c Kepala Dacrah adalah BupatI Langkati

d D(漱 an Pcrwakilan Rakb7at Daer油  
“

Jah Dewan Pttakilan
Rttat Kabupaten Langkat

e_Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanJumya didngkat IUJK adalah
lzin Untuk lnclakukall usaha di bidang Jasa Konsmksi yang
diterbitkan oleh Pelne五 nttt Kabupaten atau Pttabat yang dituttuk;

f Rdttbusi Daerah adalah pungutall Dacrah sebagal pernbayaran atas
jasa atau pcmbc● all lttn tertentu yang khusus diberikan Pclnerintah

Daerall untuk Kcpclltlngan kepada Orang PHbadi atau Badan yang

mengttukall lZin berdasarkan Peraturan Daerah;

g PロニЮhon addah Orang PHbadi atau Badan yang mengttukan izin
berdasarkan Peraturan Dacrall:

h. Orang PHbadi adal乏山 Penlilik Tunggal usaha orallg perseorangan yang

bergerak dibidang usahajasa Konsmksil

i. Balan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang melipud Perseroan
Terbatas Perseroan Komallditcr, Pcrscroan lainnya Badan usaha

lnilik Negara atau Daerah lamyι  Badan Usaha dalaln benmk apapШ L
Persekutuan, Perkumpulan, FllHl■ Kongsi, Koperasi Yayasan atau
O略anisasi yang saenた ,Lmbaga bentuk Usaha Tetap,serta bentuk
Usaha lallrlnya;

j.Wttib Retribuぶ adJah Orang PHbadi,3adan yang menmt peraturan
Perundang‐ undangan RetnbuJ diwttibkan untuk melakukan
peinbayaran  Re面 busi,  tellllasuk  pelnungutan  atau pemotong蝕

Rd五 busi tcrtentu:

k.Pembayaran Rc面 bud adaltt besarllya kewttiban yang harus dipebuhi
oleh Wttib Rc輛 sbuJ sesutt dengan ketetapan Retribusi Dacrah dan

surtt tttihan RctrlbuJ kc Kas Daerah;

1.Masa.…
… … … … …
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l. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk mernanfaatkan Jasa da
Perizinan tertentu dari Pflnerintah Daerah yang bersangkutan;

m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah

surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribus;i

n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat( NPWRD

) adalah Nomor Pokok Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi
identitas bagi setiap Warib Retribusi;

o. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi
yang harus dibayar oleh wajib Retribusi ;

p. Pejabat adalah Pegawai yang diberi Tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daerah atau Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah bennaksud mengatur, membina , mengawasi dan
mengendalikan keberadaan usaha-usaha Jasa Konstruksi yang berdomistli
di Kabupaten Langkat.

Pasal 3

Pemerintah Daerah rnempunyai tujuan agar pembangunan Fisik di
Kabupaten Langkat dapat terlaksana dengan baik dan berkwalitas.

BAB III
NAMA. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan Nama Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi.

Pasal 5

Objek Retribusi adalah pelayanan yang disediakan olen Pernerintah Daerah
berupa lzin kepada Jasa Konstruksi yang berada dalam Wilayah Kabupaten
Langkat.

Pasa1 6
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Pasa1 6

Suttck RetribuJ adJah Orang PHbadi atau Badan yang menurut ketentuan

Peraturan di hmskan inclllbayar Rc輛 busi atas lzill yan3 dibenkan.

BAB Ⅳ
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasa1 7

Re面 busi l」n Usaha Jasa Kons融 J digolongkall sebag」 RetribuJ
penzinan tertentu

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasa1 8

Tingkat penggunaan Jasa diukltr berdasarkan i

a Volulllle lzin

b  Jenis lzin

BAB Ⅵ
PRINSIP DAN DASAR DALAM PENETAPAN
3ESARNYA TARIF RE・rRIBUSI

Pasa1 9

P面nsip dan dasar dalalll penetapannya Rcmbusi dilllaksud untuk biaya

adininistasi pelaksana pcl■ binaan,pengawasan dan pengendalian terhadap

usaha‐ usaha Jasa Konstruktt yang berdomisHi di Kabuptten Langkat.

BAB VII
PE RIZIN AN

Pasal 10

(1)SCtiap Orang Pribadi dan Badan yang mcnycicnggarakan kcgiatan
Usaha dan atau mellliliki usaha yang bergerak dalaln bidang Jasa

Pelayanan Kollstl・ uksi dan Jasa Perencanaan/Pengawasan Konsmksi

waib memiliki lzin tlsalla Konstruksi dari Kepala Daeralli

(2)PengaWas… ……………
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(2) Pengawas Konsn'uksi wa.lib memiliki lzrn Usaha Jasa Konstruksi dari
Kepala Daerah;

(3) Llntuk rnemperoleh lzin sebagaimana dirnaksud ayat (l) si pernohon

harus mengajukan permoheinan secara tertufis kepada Kepala Daerah;

(4) lzin Llsaha Jasa Konstmksi sebagaimana dimaksud ayat (l) dapat

diberikan setelah lumlah Retribusi yang dilunasi.

Pasal I I

(l) Jangka Waktu berlakunya lzin L.tsaha Jasa Konsffuksi selama 3 (tiga)
Tahun dan Dapat diperpanjang dengaur rnelakukan Pendaftaran ulang;

(2) Atas Izin yang diterbitkan kepada Pemegang lzin wajib melakukan
pendaftaran ulang setiap tahunnya.

Pasal l2

( l) Izin Usaha Jasa Konstmksi diberikan atas nama pemohon;

(2) Data surat lz:r;l L.lsaha memuat ketentuan- ketentuan yang harus

dipenuhi dan diparuhr oleh pemegang Izrn:

(3) Izin Usaha .iasa Konsmrksi tidak dapat dipindah tangankan kepada

pihak lain kecuaii atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang

dihuntul.i;

(4) Syarat-syarat dan pengalihan lzin Usaha Jasa Konstruksi akan diatur
lebih lanlut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 1 3

( I ) Syarat * syarat penga-luan Perntohonan Izin [-]saha Jasa Konstruksi
(tuJK)Orang Perseorangan darr Badan Usaha :

a. Akte pendirian Perusahaan i Akte Perobahan.

b. Foto Copy Sertr{ikat Badan Usaha yang diiegalisir:

c. Rekomendasi dari AsosrasiJasa Konstruksil

d. Surat Izin tempat LJsaha ( SITLI ) dan TDP;

e. Nomor Pokok Waiib Pajak ( NPWP ):

f. Foto Copy KTP pimpinan i pemegang saham Perusahaan,

g. Pas Foto Pimpinarr Perusahaan ukuran 3 x 4 warna sebanyak 2

(dua) lembar:

h. N'laterai
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h  Matera teinpel secukupnyal

i  Foto Copy lJazah.Tenaga Alllli

j.Pas Foto Tentta A‖ i ukural12 x 3 2(dua)に mbar:

k.Foto Copy KTP Tenaga Ahli

(2)Syarat‐ Syarat Pendaftttall ulang sebagal benkut i

a Foto Copy Scltiflkat Badan Usaha(SBU)yang dilegalisir c巌 由
Asasijasa Konstl■ lksi:

b Foto Copy lzin Usaha Konstruksi

Pasa1  14

Pttnegallg izin waib incl・ bayar Rc輛 busi lzln dan Pcndanaran ulang Ke

Kas Dacrah l■ clalui pcinbantll pemegang Kas ptta Unit Ktta yang
ditullJuk oleh Bupa伍

Pasa1 15

Tcrhadap lzin Usaha、 |ぉa Konstuksi dapat dilakukan perubahan apabila

usalla tcrscbut dialihkan atau dipindall tangankan kepada pihak Kcttgζ

dilakukan pergandall nalna perusahaan atau gantl Merk setelall mcndapat

persenjuan d面 Kcpda Daerall atau paabat yang dihuttuk.

BAB VIII
STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasa1 16

(1)BeSarnya tanf Rembusi lzin Usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai
berikut i

a.Usaha」 asa Konstuksi Golongan Kecil(K)… …… Rp.150.000

b.Usaha Jasa Konstuksi Golongan Menengah(M)Rp.300.000

c.Usaha Jasa Konstmksi Golongan Besar.… ……,.… .Rp.400.000

(2)BesaFnya Retribuぶ dattar ulang Iガ n Usaha Jasa Konsmは kd addah
50%(Limapuluh Perscn)dtt yallg ditetapkan pada ayat(1).

Bab lX
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BAB IX
Ⅵ/1LAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Redbusi lzin Usaha」 asa Iく onstrllksi dipungut di dalaln Daerah Kabupaten

Lal13kat

BAB X
TATA CARA PEⅣ〔UNGUTAN

Pぉa1 18

(1)  Pemunguttt Re輌 buJ ddak dapat diboron3kan;

(2)   Re輛 busi dipungut dengan incnggunakan SKRD.

Pasa1 19

Kepada petugas pungut diberikan upah pungut sebesar 5 0/0(Linla Persen)

da面 Retribusi yang disetor ke kas Daerah

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasa1 20

Pclnbayaran lzln Usalla Jasa Konst■ よsi dilakukan di Kas Dacrall amu
tel■pat yang dihuttuk seSuJ dcngall waktu yang ditentukan dengan

menggunakan SKRD

Pasa1 21

(1)PCmbayaran RctnbuJ harus dilakukan sectta tun函 /1unぉ dellgan
tanda bukti pcmbayarani

(2)Sttap pembttarall dicatat dalaln buku pene五 maan

Bab XII
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B A B XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasa1 22

Penyelenggara pekerJa Konsmksi dapat dikenakan Sanksi Administrasi

atau lzin Usaha Jasa Konstruksi  dapat dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku serta ddak inempunytt kckuatall hukum lagi apabila:

a.Mclnperoleh lzh Usaha Jasa Konstruksi secara tidよ sahi

b.Pemegang lzin“ dak incmenuhi kewttiban‐ kewttiban Sebagamana
dilnaksud pada pasa1 7.

Pasa1 23

Pencabutan lzin Usaha Jasa Kollsmksi sebagai mana diatur pasa1 10

問枇Itt11乳ぶ織W嘲:!混
=刹
鶏.RetrihJ ymg d山

Pasal 24

Kepala Daerah dapat menetapkan izin bersyarat dengan pemberian batas

waktu berlakunya lz.in tisaha yang bersifat Insidentil berdasarkan
Ketetapan yang berlaliu.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakar kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling larna 3

(tiga ) bulan atau denda paling banyak 4 ( ernpat ) kalijumlah Retribusi
yang terutang,

Setiap Orang Pribadi ataui Badan yang karena sengaja dan atau

kelalaiannya melanggar ketentuan perizinan, larangan dan atau pidana

kurungan paling larna 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak
Rp. 5.000.000.( Lima Juta Rupiah).

Bab iV

(2)
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BAB測 V
PENYIDIKAN

Pasa1 26

(1)Penyidik Pcgawa Nege五 Sipil tertentu dilin3kungan Pernerintah
Kabupatell dibe五 wewcnang khusus sebagai penyidik untuk melakukan

penyidikan lndak pidana di bidang Retribusi Dacrah sebagai mana

dimaksud dalaln Undang‐ Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidanal

(2)Wewenang Pcllyidik sebttaimana dttaksud pada ayat(1):

a. Menerima mencan,mengШ ■pulkan dan meneliti keterangan atau
Laporan berkenaan dengan izin tindak pidana dibidang Rc油ほbusi

Daerall電ど keterangan atau laporan tersebut mttadi lebih

lengkap danjda鶴

b.Menerima Fnencan,mengurnpulkそ Ш keterangan lnengenai orang
pribadi atau 3adan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

schubungan dengan tindak Pidana Retribusl Daerah;

c.Melninta ketcrangan dan bahall bukti dari Orang Pribadi atau
Badan sehubungall dengan Tindak Pidana RetFibuSi Daerah;

d.  Mclnenksa Buku‐ buku, catatan… catatan dan dokulnen‐domell
la燎l berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi I〕 aerah;

e Mclakukan penggeledahan‐ pcnggeledahan untllk mendapatkan

bahan  bukti  pencatatan  dan  dokllmen… domen  lam  serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

l Mclninta Bantuall Tenaga Ahli dalaln ran3ka pelaksanaan tugas

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retnbusi E)acrah;

g.Mellyum berhend,melarallg seorang meningg」 kan ruangan atau

telllpat pada saat pen■ erlksaan sedang beriangsung dan nlelne面 ksa

idendtas orang dan atau dokumen yang dibahas sebagai mana

dimaksud pada hurufe:

h.Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi

Daerah;

i  Mclnanggil orang untuk didengar keterangannya dan dipe五 ksa

sebag面 にrsanょa ttau sakJ;

J.Menghen五 kan penソ dikan;

k Vielakuk田
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k. Melakukan tindakan lain yang perlu kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat
dipertanggungl awabkan.

(3) Penydik yang dimalisud ayat (l) rnembentahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalarn Undang-LJndang Nomor 8 Tahun l98l
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

lzin Usaha Jasa Kontruksi yang diterbitkan sebelumnya dinyatakan rnasih
tetap berlaku selama I (satu) Tahun sejak diundangkannya Peraturan

Daerah ini.

B AB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

(l) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan dan

peraturan yang sarna dinyatakan tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
kemudian dengan keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar..
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Agar setiap Orang dapat mengetahuiny4 memerintahkan
Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan panempatan dalam le,mbaran
da€rah Kabupaten Langkat.

Disahkan di     :Stabat
Pada Tanggal    :10 Maret 2004

DisetuJul oleh Dewan Perwakilan               BuPATILANGKAT
Rakyat Daerah Kabupaten Lan3kat

dto

Nomor   : 04/KPTS/DPRD/2004
Tanggal   : 28 Januan 2004

H.SYAMSUL ARIFIN,SE

Diundangkan di Stab江

Pada Tangga1 10ヽ 〔aret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

dto

Drs.H.MASRI ZEIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

TAHUN  :2004

NOMOR :01

SERI    :― C‐
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